
BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI I{ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR i) TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 6 TATIUN aOLS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOI(ASI

DANA DESA I(ABUPATEI{ BARITO SELATAN TATIUN ANGGARAN 2()15

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan

Menteri Dalam Nomor 113 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, maka perlu mengatur kembali tentang

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito

Selatan Tahun Anggaran 2Ol5;

b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan nantinya perlu

merubah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati

Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Taht]irr 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kaiimantan ; (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor i82O) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa38l;
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun20TlNomor32
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 523a\ ;

4,Und.ang-Und.angNomor6Tahun2oT4tentangDesa
{Le]rrrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5ae5) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2074 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara

Republik Ind.onesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah

beberapakaliterakhirdenganUndang_UndangNomor9
Tahun2015tentangPerubahanKeduaAtasUndang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot5
Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo7 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a737) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oa6

tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

g. peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2oo7

tentang Pedoman umum Tata Cara Pelaporan

Pertanggungj awaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 32) ;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 2093) ;

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 6 Tahun

2OO7 tentang Keuangan Desa (t embaran Daerah Kabupaten

Barito Seiatan Tahun 2OO7 Nomor 6) ;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang

Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun

2Ol3 tentang organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2013 Nomor 1) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 9 Tahun

2Ol4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barito selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2ol4 Nomor 9) ;

Menetapkan

MEMUTUSI{AN :

: PERATuRAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 6 TAHUN

2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI

DANADESAI(ABUPATENBARIToSELATANTAHUN
ANGGARAN 2015

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito

Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Barito selatan

Tahun 2015 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bab IV Pasal 5 ayat (6) pada Lampiran I diubah,

sehingga Bab IV Pasal 5 ayat (6) pada Lampiran I tercantum pada

Lampiran Peraturan BuPati ini.

Pasal 5

(1) Besarnya ADDP ditentukan oieh angka bobot masing-masing variabel,

berdasarkan perhitungan prioritas sebagai berikut :

VARIABEL ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk
Luas Wilayah
Angka Kemiskinan
Tingkat Kesulitan Geogralis
Jutnlah

o,30
o,20
0,30
o.20
1,OO

Menjadi
Daerah



(21 Angka bobot masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

.p"bit. ditambahkan harus berjumlah 1 (satu)'

(3) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakarr rumus :

a. ADDx = ADDM + ADDhr
Keteranaan
ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa "X"

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa

ADDk : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa "X"

b. ADDPx = BDx X (ADD -I ADDMI

Keteranqan
ADDk : Alokasi Dana Proporsional untuk Desa "X"

Nilai Bobot untuk Desa "X"
Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten setelah

d.ikurangi Pengahasilan Tetap Kepala Desa, Aparat Desa

dan BPD

IADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

t4) Besarnya Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus :

BDx - a1 KVlx + a2 Kt/2x + a3 KV3x + * an KVnx

Keteranaan
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa "X"

KVlx, KV2x, KVnx : Koefisien variabel pertama, kedua, ..-...dan seterusnya

aL,a2,a3......An:Angkabobotmasing-masingvariabel

(S) Koefisien variabel untuk desa "X" (KVlxr, KV2xz. .... ) dihitung dengan rumus :

Ktrl L,2....x - 
v1'2 ""'x

I%
Keteranaan
KV1 1,2....x : Nilai koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya

untuk desa "X"

VI,2.......x : Angka variabel pertama, kedua ....dan seterusnya untuk
desa "X"

I V" : Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya

untuk seluruh Desa se Kabupaten Barito Selatan.

(6) Besaran ADD masing-masing desa sebagaimana tercantum pada Lampiran I

Peraturan BuPati ini.

BDx
ADD



2. pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PENGHASILAN APARAT PEMERINTAII DESA

DAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD}

Pasal 6

(1) Penghasilan tetap Kepaia Desa, Perangkat Desa dan BPD di anggarkan

dalam APBDesa yang bersumber dari ADD'

(2) Besaran Penghasilan dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan

sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini'

(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

terhitung mulai tangal 2 Jan:uari 2o15 sampai dengan 31 Desember

2015.

3. Ketentuan Pada Bab vI Pasal 7 ayat (4) dihapus, sehingga Bab vI Pasai 7

berbunyi :

BAB VI

PENGELOI,AAN ADD

Pasal 7

(1) ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan melalui Keputusan

Kepala Desa dengan tugas pokok dan fungsinya
a. Menyusun perencar,Laar_ penggLrnaan ADD yar.;g meiibatkan BPD, LPMD

dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan

usulan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

b. Rancangall Peraturan Desa tentang APBDesa yang memuat

perencanaan penggunaan ADD disosialisasikan kepada seluruh warga

masyarakat melalui rapatl pertemuan, pengumuman di tempat-tempat

strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus mendapat

persetujuan dari BPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan

Desa.
d. Menlrusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan administrasi

keuangan serta pertanggungjawaban ADD'
e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang

dibiayai ADD
f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD baik secara

berkala setiap bulannya maupun laporan akhir setiap tahunnya'
g. Dalam hal pelaksanaan belanja publik, dibentuk Pelaksana Kegiatan

dengan keanggotaan dari \Ins\rr LPMD dan rnasyarakat yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab

kepada Kepala Desa.



(2) Susunan PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

Untuk desa dengan Pola maksimal :

1. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab ;

2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator ;

3. Kepaia urusan Keuangan atau Perangkat Desa lainnya yanS ditunjuk

sebagai Bendahara Desa;

a. Bidang Pengelenggaradn Pemerintah

- Kepala Urusan Pemerintah sebagai Ketua

- Kepala Umsan Umum sebagai Sekretaris
- Pembantu Bendahara
- Anggota
- Anggota

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakai
- Kepala Urusan Pembangunan sebagai Ketua

- Kepala Urusan Kesejahteraan Ralcyat sebagai Sekretaris

- Pembantu Bendahara
- Anggota
- Anggota

Untuk desa dengan Pola minimal
1. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab ;

2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator ;

3. Kepala Urusan Umum atam Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk

sebagai Bendahara Desa;

a. Bidang Pengelenggaraan Pemerintahan
- Kepala urusan Pemerintahan sebagai Ketua

- Kepala Dusun/Ketua RW sebagai sekretaris

- Pembantu Bendahara
- Anggota
- Anggota

b. Bidang Pemberdayaan masAarakat
- Kepala Urusan Pembangunan sebagai Ketua

- Unsur LPMD sebagai sekretaris
- Pembantu Bendahara
- Anggota
- Anggota

(3) Unsur pimpinan dan anggota BPD tidak diperkenankan menjadi PTPKD.

(4) Untuk tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Pelaksanaan ADD

Tingkat Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan camat dan

memiliki tugas utama melakukan pemantauan, pengendalian dan

pengawasan umrrm atas selr-rruh kegiatan ADD baik dalam tahapan

perencanaan maupun dalam pelaksanaannya'



Secara rinci tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah sebagai

berikut :

a. Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan

pembangunan desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan.

b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD

untuk dicek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak

terjadi tumpang tindih pembiayaan.

c. Membantu P|PKD dalam men]rusun rencana teknis penggunaan ADD

serta kelengkapannya.
d. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan

informasi tentang ADD
e. Melakukan penelitian / verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

penggunaan ADD sesuai dengan Peraturan Keuangan Daerah dan

bertanggungjawab atas kebenaran serta keabsahan SPJ tersebut paling

lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya SPJ ADD dari Pemerintah

Desa.
f. Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan yang

menggunakan anggaran ADD di desa.

g. Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Pemerintah Desa

dalam menyelesaikan pelaksanaan ADD agar sesuai rencana dan tepat

waktu.
h. Memfasilitasi gpaya pemecahan masalah jika terjadi permasalahan

dalam pelaksanaan ADD.
i. Memberikan pendampingan kepada PTPKD ADD Tingkat Desa.

j. Menyusr.rn rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan

ADD baik secara berkala setiap bulannya maupun laporan akhir setiap

tahunnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten tiap bulan.

Susunan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari

Penanggung Jawaban, Ketua, Sekretaris dan anggota dengan jumlah

personil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing

Kecamatan.

Untuk membantu kelanc ararr pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat

Kecamatan dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris

Tim pendamping Tingkat Kecamatan sebagai Kepala Sekretariat dibantu

dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat

pelayanan dan informasi Sekretariat beralamat di Sekretariat Kecamatan

masing-masing.

(7) pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana

dimaksud ayat (5) dibebankan kepada ABPD Kabupaten Barito Seiatan

melalui DPA mesing-masing Kecamatan.

(8) Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi pelaksanaan ADD Tingkat

Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari

SKpD terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab sebagai

berikut :

a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
b. Menentukan besarnya ADD yarrg diterima oleh Desa berdasarkan

rumusan yang telah ditetaPkan.

(5)

(6)



c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan

informasi tentang ADD.
d. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan

pelatihan/orientasi kepada PIPKD tentang Pengelolaan dan

pertanggungjawaban Keuangan Desa'

e. Menerima hasil verifikasi SPJ ADD yang dilaksanakan Tim Pendamping

Kecamatan untuk dikeluarkan rekomendasi pencairan ADD.

f. Menolak hasil verifikasi SPJ ADD yang dilaksanakan Tim Pendamping

Kecamatan dengan pertimbangan hasil verifikasi dinilai masih ada

kekurangan d,an berd,arnpak SPJ tidak sesuai dengan ketentr-ran yang

berlaku, dan memberitahukan Tim Pendamping Kecamatan agar

memerintahkan kepada Pemerintah Desa untuk melengkapi/memenuhi

kekurangan SPJ dimaksud.
g. Melakukan fasilitas pemecahan masalah berdasarkan pengaduan

masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada

inspektorat.
h. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap

proses tahaP kegiatan.
i. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati

baik secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai bahan untuk

pen]rusunandanpengambilankebijakanselanjutnya'

(9) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat

Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris

Tirn Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat dibantu

dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD' Sebagai pusat

pelayanan dan informasi Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten beralamat

di Badan Pemberd.aAaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlanttan KM. 3 No. 70 Telp. (0525) 21228

Kode Pos 73777 Buntok.

(10) pembiayaan untuk operasional Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten

dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA Badan
pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito

Selatan.



3.Ketentuan Pada Bab VII Pasal I ayat (2) diubah, sehingga Bab VII Pasal I
ayat (2) berbunYi sebagai berikurt:

BAB VII

PEIYYALITRAII DAIT PENCAIRAIT

Bagian Kesatu
Mekani srne PenYa-luran

(1) Penyediaan
Keuangan
Selatan.

Pasal 8

dana ADD dalam APBD dianggarkan di Pejabat Pengelola

Daerah (PPKD) pada sekretariat Daerah Kabupaten Barito

t2) Rekening Pemerintah Desa di buka pada PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk cabang Buntok. Setiap Desa berdasarkan Keputusan

Kepala Desa menunjuk Bank tersebut sebagai Penyimpanan Keuangart

Desa.

(3) Kepaia Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati

Barito Selatan Cq. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan

melalui Camat selaku penanggungiawab Tim Pendamping Kecamatan.

(4) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melakukan

verifikasi dan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya

kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat

Daerah KabuPaten Barito Selatan.

(S) pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Barito Selatan akan menyalurkan ADD langsung dari Kas

Daerah ke Rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pada Bab VIII Pasal 10 ayat (2), ayat (2) humf a dan ayat (3)

huruf a serta ayat (4\ huruf d diubah, sehingga Bab VIII Pasal 10 ayat (2),

ayat (2) hgruf a dan ayat (3) huruf a serta ayat (4) huruf d berbunyi sebagai

berikut :

PENGGUNAAN DANA ADD

Pasal 1O

(1) penggunaan ADD harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang Rencana
pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Peraturan Desa

tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), dan telah tertuang

dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa).
(21 prosentase penggunaan ADD berdasarkan ketetapan penerimaan masing-

masing desa, setelah dikurangi Belanja aparatur atau penghasilan tetap

apatatDesa dan BPD, sisanya dengan perincian sebagai berkut :

a. Belanja operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% (tiga

puluh persen).



b. Pemberdayaan masyarakat sebesar 7Oo/o (tujuh puluh persen) yang

digunakan untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, Belanja
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

(3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (21 huruf a sebesar 3Oo/o

(tiga puluh persen) dari ADD Yaitu :

a. Operasional BPD;
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kades dan Perangkat Desa dan

BPD meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan dan Studi Banding.

c. Honorarium PIPKD ADD Tingkat Desa (Penanggung Jawab,
Koordinator, Bendahara, Bidang Pemerintahan dan Bidang

Pemberdayaan)
d. Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan
e. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor desa

f. Biaya pemulangan/pesangon bagi perangkat desa/anggota BPD yang

sudah berakhir masa jabatannya dan tidak terpilih kembali.
g. Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Perangkat Desa dan

Anggota BPD.
h. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan pertanggungjawaban

meliputi : Pembuatan/perbaikan monografi, peta dan lain-lain data

dinding, pen5rusunan APBDesa, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan
pertanggungjawaban ADD.

(4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sebesat 7O%o

(tduh puluh persen) dari ADD Yaitu :

a. Biaya pemberdayaan manusia dan institusi
1. Pembinaan keagamaan
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan lembaga usaha milik desa

(BUMDes, LPMD d11) dalam rangka mendapatkan pendapatan

masyarakat.
3. Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan gizi

balita melalui posyandu.
4. Menunjang kegiatan 10 Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan

UP2K-PKK.
5. Menunjang kegiatan anak dan remaja antara lain pengadaan

sarana TPK, TK, sarana olahraga, Karang Taruna d11.

6. Bantuan kepada Lansia, Jompo, Cacat.
7. tJperasionai RT/RW
8. Operasional LPMD.
9. Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
10. Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat desa.

1 1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban desa.

12. Biaya pengemb ar,garr perpustakaan desa.

b. Bidang Pemberdayaan Lingkungan
1. Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil

atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan,

talid/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung desa dll.
2. Untuk penghijauan f tanaman hortikultura
3. Sarana menunjang kesehatan lingkungan, SPAL, jamban keluarga.



4. Untuk menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai

potensi lokal.
c. Bidang Pemberdayaan Usaha Bkonomi

1. Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam
bentuk BUMDesa, UED - SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa dan
Lembaga lainnya.

2. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara
lain meialui penambahan modai usaha serta budidaya pemasaran
produk.

3. Biaya untuk pengadaan pangan.

d. Dan sebagainya dianggap perlu
- Kegiatan prioritas berdasarkan hasil musyawarah penggunaan

ADD.

5. Ketentuan Pada pasal 12 ayat (1) diubah dan ditambah i (satu) huruf
sehingga Pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Dalam hal kegiatan yang baik berupa Fisik maupun non fisik agar :

a. Kepala Desa menunjuk Tim Pengelola Kegiatan sebagai pelaksana
kegiatan.

b. Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri
dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan
Desa.

c. Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan
sesuai kebutuhan.

d. Melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(2) Kegiatan pengadaan barang inventaris Desa (Komputer, Laptop,
meja/kursi kerja d11) selain dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya
(RAB), juga diwajibkan melampirkan Spesifikasi Barang.

(3) Kegiatan fisik/bangunan maupun pengadaan harus disertai dengan
Berita Acara Selesai Pekerjaan dan Berita Acara serah terirna barang.



6. Ketentuan pada Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 13

ADD tidak boleh digunakan untuk membangun bangunan yang tidak memiliki

niiai manfaat ekonomi dan sosial serta membiayai program/kegiatan yang

sudah dibiayai oleh d.inas/instansi pemerintah atau pihak lain'

PASAL II

peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barilo

Selatan.

Pada tanggal i,t i 20 15

DAERAII
SELATAII,

BERITA DAERAH KABUPATENBARITOSELATANTAHUN2aI,SNOMORIS

Ditetapkan di Buntok
Pada*artegdl
f,,'i\
C\ r'l

Diundangkan di Buntok
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